PENYIDIKAN POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA SEKSUAL











Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh 
POLDA DI Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 
anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
manajemen penyidikan tindak pidana. Meskipun ada beberapa 
kasus kekerasan seksual terhadap anak diselesaikan dengan prinsip 
ganti kerugian dengan memberikan sejumlah uang saja ini tidak  
sesuai dengan UU SPPA seharusnya mengacu pada prinsip 
restorative justice system. Masih adanya faktor-faktor nonhukum 
didalam praktik yang cukup berpengaruh dalam proses penegakan 
hukum.  
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh POLDA DI Yogyakarta dalam 
penerapan Undang-undang yang terkait pada tindak pidana 
kekerasan seksual terhadap anak, antara lain : 
a. Kendala internal yang dihadapi pihak kepolisian dalam 




yaitu faktor waktu dan teknik penyelidikan dan penyidikan 
dalam pengumpulan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. 
Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang 
sistem peradilan pidana anak menekankan prinsip restorative 
justice system sehingga perhatian terpusat pada pemulihan 
dampak trauma yang dialami anak sehingga alat bukti sulit 
didapatkan. 
b. Kendala eksternal yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam 
menyelidiki tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 
yaitu berupa sulitnya meminta keterangan terhadap anak yang 
merupakan korban kekerasan seksual tersebut dan orang tua 
terkesan menutup-nutupi kekerasan seksual yang dialami oleh 
anak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 35 
Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak memiliki hak 
untuk mendapatkan pendampingan perlindungan serta memiliki 
hak restitusi atas tindak pidana kekerasan seksual yang 
dialaminya. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar 
dilakukan hal- hal sebagai berikut: 
1. Hendaknya POLDA DI Yogyakarta mengevaluasi teknik penyelidikan 
dan penyidikan dalam mengumpulkan alat bukti sesuai dengan pasal 




perlu adanya pelatihan khusus lanjutan bagi penyidik dalam 
penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama dalam hal 
pengumpulan alat bukti karena anak membutuhkan penanganannya 
berbeda, saat ini kecenderungan teknik pengumpulan alat bukti 
dilaksanakan layaknya pidana umum lainnya. 
2. Hendaknya POLDA DI Yogyakarta bekerja sama dengan 
Pemerintahan Daerah dan organisasi terkait dalam melakukan 
penyuluhan dan bimbingan tentang perlindungan anak dan sistem 
peradilan pidana anak agar masyarakat sadar dan memiliki perhatian 
kepada anak dan kekerasan seksual terhadap anak dan mengedepankan 
prinsip restorative justice system bukan prinsip ganti kerugian dengan 
memberikan sejumlah uang. 
3. Diperlukan terobosan baru berupa peraturan khusus untuk 
penyelidikan dan penyidikan terutama teknik pengumpulan alat bukti 
dan alat bukti yang dibutuhkan dalam tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak dimana kekerasan seksual sering kali terjadi tanpa 
diketahui orang lain yang artinya hanya pelaku dan korban dan anak 
sebagai korban membutuhkan waktu dalam pemulihan trauma 
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